
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SUI.AWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NoMCR S4 'rauulr zozs

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT

PEMERINTAH DAERAH DAI.AM PEI..AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

Menimtxrng

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O22 tentang Petunjuk

Teknis Fenggunaan Kartu Kredit kmerintah Daerah Dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendap.tan dan Belanja Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

penggunaarl dan Pen3.elenggaEran t(artu lkedit Pemerintah

Daerah Dalam Felaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belarja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Feraturan Bupati Konawe

Sel,atan tentang Tata Cara Penggunaal dan Penyelenggaraan

Kartu kedit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan

Anggaran Perrdapa.tan dan Belanja Daerah.

Menginga.t : I Pasal 18 ay-at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun f959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkal II Sulawesi {kmbaran Negara

Republik Indonesio Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

.)
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4285f ;

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Reput{ik Indonesia Nomcr 4355};

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843| set'agairnana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2OO9 tentang Penetapan kraturan Femerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2&)8 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia menjadi Undang-Undang {t€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4962);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5584 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2O22 Nomor 238, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Homor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelol,aan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaral
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 "fahut 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik tndonesia Tahun 2O2O Nomor l78l);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O2O

teniang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Ikedit

Pemeritah Daerah dalam Felaksanakan Anggaran

Pendapa.tan dan Belanja Daerah Homan Telrnis

Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik

Indonesia Tah un 2O22 Nomor 581);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatarr Nomor 3

Talrun 2O22 terrtall.g Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kona*'e Selatan

Tahun 2O22 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN

PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupa.ti irri yang dimaksud dengan:

1. Daerah adaleh Daerah Kabupaten Konawe Selatal.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebaga.i unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan uflrsan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

2. Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah _r.ang selanjutnya

disinglat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan kraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan.

4. Kartu Iftedit adalah Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia
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di bidang sistem pembayaran.

5. Karhr Kredit Pemerintah Daerah yang sel,anjutnya disingkat

KKPD adalah KartLl Kredit yang dapat digunakan untuk

melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada

APBD, setelah ket'qiibar pembayaran pemegang Kartu

dipenuhi oleh bank penerbit Karhr Kredit sesuai dengan

kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD

berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran

oada waldu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran

secara sekaligus.

6. Pemegang KKPD adatah pejabat dan/atau pegawai yang

berstatus pega.wai negeri sipil daerah untuk melakukan

transaksi pmbayaraa dengan KKPD berdasarkan

penetapao pengguna anggaian.

7. Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di

lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berstatus

sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan kepa.la

daerah mel,aksanakan administrasi penggunaan KKPD.

8. klaksana Kuasa kngguna KKPD adalah pejabat dan/atau
pegawai negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh

Pemegang KKPD sebagai perrgguna KKPD.

9. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD artalah unsur perangkat daerah pa.da Pemerintah

Daerah yang melaksanaken Urusam Pemerintahan Daerah.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur
penunjang Urusan Pemerintahan pada Femerintah Daerah

yang melaksanalan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Il. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewerrangan penggunaan anggaran untuk

mel,aksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tllgas dan

fungsi SKPD.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
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pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

daerah.

14. Bendahara Umum Daerah -yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapa.sitas sebagai BUD.

15. Kuasa BUD adaiah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tuga.s BUD.

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah

pejabat yang mel,aksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD.

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang

melaksanakan 1 {satu} atau beberapa Kegiatan dari suatu

Pmgram sesuai dengan bidang tugasn5.a.

18. Bendahara Pengeluaran -yang selafijutnya di singkat

BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membatr"s;1s1, merratausahakan, dan

mempertanggunglawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

19. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutrrya

disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima,

menyimpan, memba!'arkan, menatausahakan, dan

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pa.da unit SKPD.

20. Bank penerbit KKPD adalah Bank y'ang memfasilitasi

peaerbitan Alat Pembayaran berupa Kartu Kredit, yang

dapat dilakukan sndiri atau melalui ke{asama dengan

bank lain.

21. Daftar Pemba.varar Tagihan KKPD -vang selanjutnya

disingkat DPTKKPD adalah daftar hasil verifikasi PA yang

memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis

belanja barang, rician pengeluaran, pembebanan anggaran,

daa jurrlah tagihan )'ang harus dibayar kepada bank

penerbit KKPD.

22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang

muka kerja dalam jumlah teftentu yang diberikan kepada

bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan
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operasional pada satuan kerja perangt<at daerah / unit

satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak

mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran

langsung.

23. UP T\rnai adalah UP 5'ang diberikan dalam beatuk uang

tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.

24. UP KI(PD adalah UP y'ang diberikan dalam bentuk batasan

belanja (limit) lcedit kepada BP atau BPP yang

penggunaannlra dilakukar dengan KKPD.

25. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang

selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang

digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran UP.

26. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk
menerbitkan surat perirtah pencairan dana atas beban

pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP

untuk mendanai sub kegiatan.

27. Surat Perintah Membayar Ganti Ua-ng Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM CU adalah dokumen yang

digunalan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana

atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya

dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

28. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencairan dana 1'ang diterbitkan

oleh BUD berdasarkan SPM,

29. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA

yang ditujukan kepada Bank penerbit KKPD untuk

menerbitkan KKPD.

3O. Persrnl ldent!fication Ntmfur yang selanjutnya disingkat

PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD

yang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu

kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai

kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan

Pemegang KKPD .ielem melakukan transaksi.

31. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutn5ra disingkat



dengan NPD KKPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA

untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang

,riajukan oleh PPTK.

32. Pembelian secara Elektmnik yang selanjutnya disebut

F,-ptrchz.sing adalah tata cara pembelian barang/jasa

melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

33. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring

adalah sistem infonnasi yang memfasilitasi Pengadaan

Barang/Jasa melalui penyelenggaraan melalui

sistem elektronik dan ritel daring.

34. Ihtalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang

memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam

negeri, produk Standar Nasional lndslgsia (SM!, produk

industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi

lainnya terkait barang/jasa.

35. Pengadaan langsung Secara Elekronik yang selanjutya

disingkat PLSE adalah pengadaan l,angsung yang

dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE),

BAB II

PENCIGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(l) KKPD digunakan untuk penyeles..ian tagihan kepada

Pemerintah Daerah krupa penyelesaiarr tagihan belanja

barang dan jasa srta belanja modal melalui mekanisme UP.

t2l Perggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l)
dilakukan dengan memperhatikan:

a. kemudahan penggunuran atau fleksibilitas kartu

dengan jangkauan pemakaian !"ang lebih luas;

b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia

barang/jasa yang menerima pembayaran sercara

elektronik melalui mesin el,ectronic data cagfure atan

media dalam jaringan;

c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari

te{adinya penyimpangan atau ftaud;

-7 -
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efektivitas delam pgngurangan UP yang menganggur

atau idle ca.slq

efisiensi biaya adminisu'asi transaksi pemerintah

daerah dari penggunaan UP; dan

akuntabilitas pmlnyaran tagihan daerah dan

pembebanan biaS'a penggunaan UP KI(PD.

BAB III

PENGEI,,OLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 3

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai

tugas dan s.ewenang:

a. menunjuk I {satu} bank penerbit KKPD;

b. melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja

sama Pemerintah Daerah dengan pejabat bank penerbit

KKPD;

c. menandatangani pedanjian kerja sama dengan pejabat bank

penerbit KKPD;

d. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk
menetapka-n Pernegang KKPD dan Admirristrator KKPD

berdasarkan usulan PA;

e. menyampa.ikan surat permohonan penerbitan KKPD kepa.da

bank penerbit KKPD;

f. menerbitkan surat perjanjian p€nggunaan KKPD dengan

Pemegang KKPD;

C. menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita

acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan

KKPD;

h. menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat

perjanjian penggunaafl KKPD setelah terlebih dahulu

dilaku,kan penandatangalan oleh Pemegang KKPD;

i. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan Iimit

belanja KKPD dari Pemegang KKPD;

j. melakukan penaritan KKPD karena penya-lahgunaan atau

keadaan tertentu;

d

e

f
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k. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD

dalam hat terjadi penyalahgunaan KKPD;

l. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah atas

permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD;

m. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya

permohonan dispensasi perubahan besaran Uft
n. menyusun rekapitul,asi laporan hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembayaran dergan KKPD;

o. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk
memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran

UP KKPD;

p. menerbitkan surat penarikan KKPD;

q. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada bank penerbit

KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;

r. melakukan perrgawasan secara internal atas kew4iiban

pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas

waktu /jatuh tempo pembayaran;

s. menetapkan standar operasional prosdur terkait nonna

waku penggunaan, penyelesaian tagihan, dan

pertanggungiawaban KKPD dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaa-n kedasama,

surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP

KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang

disetujui oleh bank penerbit KKPD, ringkasan belanja dan

pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan

u. menyusun rtan menyampaikan laporan hasil monitoring dan

evaluasi pel,aksanaan pembayaran dengan KKPD secara

triwulanan, semesteran dan tahunan secara triwulanan

kepada kepala daerah.

Bagian Kedua

Kuasa Bendahara Umum Daerah

Fasal 4

[alarn penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan

weweIIalIg:
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a. menyiapkan surat pedanjian penggunaan KKPD dengan

Pemegang KKPD;

b. melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD;

c. menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD SIGD;

d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa

dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa

dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran/perubahan

besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu
pengawasan UP KKPD;

e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh

PA;

f. mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hd SPM

GU KKPD tidak memenuhi persyaratan;

C. menerbitkan SP2D GU KKPD;

h. melakukan koordinasi dengan SXPD, terkait percepatan

penyelesaian taghan KKPD yang belum dibayarkan;

i. mel;akukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD

oleh PAIKPA;

j. menJnrsun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;

k. meminta SKPD untuk melakukan percepatan perryampaian

laporan dalam hat BUD belum menerima laporan hasil

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan

KKPD tingkat SKPD;

1. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan

KKPD kepa.da PPKD selaku BUD;

m. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran

UP KKPD;

n. menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD

SKPD dalarn hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD;

dan

o. menyampaikan perrbahan surat persetqiuan besaran UP

KKPD SKPD kepada PA dan bank penerbit KKPD dengan

ditembuskar ke PPKD selaku BUD.



Bagian Ketiga

Pengguna Anggaran (PA)

Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan

wewenang:

a. men-vampa.ikan kebutuhan UP KKPD datam surat

pernyataan UP;

b. menyampa.ikan usulan daftar Pemegang KKPD dan

Administrator KKPD kepa.da kepala daerah melalui PPKD

selaku BUD:

c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pa.da saat

penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;

d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP

KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD;

e. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima

pembayaran atas beban APBD;

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti
pengeluaran;

3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billingl/Da*ar

Tagihan Sementara;

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran

dengan Tagihan (e-tnlnnd /Daftar Tagihan Sementara;

5. kgsesuaian jenis belanja yang dapa.t diba5.arkan dengan

KKPD; dan

6. kesesuaian spesi€kasi teknis dan volume barang/jasa

dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima

barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh

penyedia barangljasa.

f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti
pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dergan KKPD;

g. menolak bukti-buliti pengeluaran atas tagrhan yang

dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapa.t bukti-bukti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang

memenuhi ketentuan;

- ll -
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menyampaikan surat pembritahuan penola-kan kepada

pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti

pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

menerbitkan NPD KKPD;

menerbitkan SPM-CU KKPD dan lnenyalnpaikan kepada

Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan

melakukan verifikasi atas inrlikasi penyalahgunaan KKPD.

Bagian

Kuasa Pengguna Anggaran (KPAI

Pasa] 6

Dalam penggunaan UP KKPD, 6p[ msrnpunyai tugas dan

wewerrang:

a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP

KKPD kepa.da PA;

b. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerirna

pembayaran atas beban APBD;

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti
pengeluaran;

3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-biilingl /Dattar
Tagihan Sementara;

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran

dengan Tagihan le-bllinS lDaltar Tagihan Sementara;

5. kesesuaian jenis belanja yang daFat dibayarkan dengan

KKPD; dan

6. kesesuaian spesifrkasi teknis dan volume barang/jasa

dalam pedanjian/kontrak, dokumen serah terima

barangljasa, dan barangljaszr yang diserahkan oleh

penyedia barang/jasa.

c. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti
pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;

d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang

dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapa.t bulrti-bukti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

e. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti penggluaran yang

memenuhi ketentuan;
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menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada

Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti

pengeluaran -yang tidak memenuhi keterrtuan; dan

menerbitlcan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP.

Bagian Kelima

Pejabat Pelaksana Tel,rnis Kegiatan (PPTK)

Pasal 7

(1) Dafam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan

wewenang:

a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA selaku

Pemegang KKPD untuk melakukan belanja

mengguna.kan KKPD;

b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka

pelaksanaan anggaftrn atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan

KKPD;

c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD;

dan

d. daftar norninatif belanja menggunakan

KKPD rlilampiri dokumerr belanja kepada PA/KPA

melalui PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD.

(2) Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD sebaga.imana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPTK bertanggungiawab

kepa.da pemegang KKPD.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Ke{a Perangkat

Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja

Perangkat Daerah {PPK-SKPD/PPK-UniI SKPD}

Pasal 8

(l) Dalam penggruraan UP KKPD, PPK SKPD mempunyai tugas

dan wewenang:

a. melakukan verifikasi daftar nomiaatif belanja

menggunskan KKPD beserta dokumen pendukung;

b. menyiapkan DPI;

c. menyiapkan NPD KKPD;
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d. melakukan verifrkasi SPP GU KKPD beserta bukti

kelenglaparrnya yang rliajukan oleh BP;

e. menyiapkan SPM GU KKPD;

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab

mutlak PA;

g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; dan

h. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah

ditandatangani oleh PA kepa.da BP untuk penyiapan dan

peng4iuan SPP GU KKPD.

(2) Ddam penggunaan UP KKPD, PPK Unit SKPD mempunyai

tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja

menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;

b. menyiapkan DPT KKP;

c. menyiapkan NPD KKPD; dan

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah

ditandatangard oleh KPA kepada BPP untuk
dan pengajuan SPP GU KKPD.

Bagian Ketujuh

Etendahara PengeluaranlBendahara Pengeluaran Pembaatu

(BP/BPP)

Pasal 9

(l) Dalarn penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan

wewenang:

a. menyampa.ikan kebutuhan UP KKPD SI(PD kepada PA;

b. melarmpirkan daftar rincian yang menyata-kan jumlah UP

Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh rnasing- asing

BPP dalam pengajuan UP dan/atau pengajuan

perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku

BUD;

c. melakukan pengujian:

1. NPDKKPDdanDPTKKPD;

2. ketersediaan dana UP KKPD, dan

3. peqrusuran daftar pungutan/potongan pajak/

bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.

d. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dal
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mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPD dan

DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk

dibayarkan;

e. mengajukan permintaan penggantian UP KKPD melalui

SPP-GU KKPD kepada PA dengan meLampirkan NPD

KKPD dan DPT KKPD dari PA dan NPD KKPD dan DPT

KKPD dari KPA, beserta dokumen pendukung lainnya

melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi;

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab

mutlak PA;

g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui

pendebitan rekening BP ke rekening Eknk penerbit KKPD

setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke

rekening BP; dan

h. melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui

pendebitan rekening BP ke rekening masing-masing BPP.

(2| Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunyai tugas dan

wewenang:

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD Unit SKPD kepada

BP;

b. mel,akukan pengujian:

1. NPD KKPD dan DPTKKPD: dan

2. ketersediaan dana UP KKPD.

c. 66n6lak NPD KKPD dan DPT KKPD 5.ang diajukan dan

mengembalikan kepa.da KPA dalam hal NPD KKPD dan

DPt KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP;

dan

e. melakukan pembay'aran tagihan KKPD melalui

pendebitan rekening BPP ke rekening Bank penerbit

KKPD setelah dana UP KKPD diterima/masuk ke

rekening BPP yang ditransfer oleh BP.
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Bagran KedelaPan

Administrator KKPD

Pasal lO

Dalam penggunaan UP KKPD, Administrator KKPD mempunyai

tugas dan srewenang:

a. melakukan aktivasi KKPD dan rqtrest/aktivasi PIN KKPD

melalui all enlerllayanan pesan sing!<at (Shoft Message

krui@ /sarana lainnl-a;

b. meminta kenaikan batasan belanja (limitl KKPD secara

sementara atau permanen kepa.da Bank Penerbit KKPD

melalui surat elelrtronik dan/atau sarana tercepat lainnya

setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;

c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit)

KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limitl KKPD, serta

nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam

hal permintaan kenaikan batasan belanja flimit) KKPD

secara sementara;

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit)

KKPD, periode pennanen, sef.a nomor dan narna KKPD

kepada Bank Peaerbit KKPD dalam hal permintaan

kenaikan batasan belanja fiimit! KKPD secara pefinanen;

e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit)

KKPD secara sementara ke batasan belanja (limit) awal

setelah periode kenaikan batasan belanja flimit)
sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD;

f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja

(limitl KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank

Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja oimit) KI(PD yang

dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan

belanja (limit) awal setelah periode berakhir;

g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran

pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat

elektronik dal /atau sarana tercepat lainnya setelall

mendapa.t persetujuan dari PAIKPA; dan

h. mengiaformasikan nilai keterlanjuran pembayaran,

nomtrr dan narrla KKPD, bukti-bukti
pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor
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rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank

Penerbit KKPD d:lern hal penyetoran kembali atas

keterlanj uran pembayaran.

BAB IV

UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Penentuan Proporsi UP

Pasal It
(l) UP sebagaimana 6irn6fussd dalarn Pasal 2ayat(l| terdiri dari

UPTunai dan UP KKPD-

(2) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian dari UP 1'ang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan

dari BP.

(31 Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:

a. UP Tunai sebesar 6(P/o (enam puluh persen) dari

besaran UP masing-masing SKPD; dan

b. UP KKPD sebesar 4oalo (empat puluh persen) dari

besaran UP masing- masing SKPD.

(41 Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat {3} ditetapkan

dalam keputusan kepala daerah.

Pasal 12

(U Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) huruf tr dapa.t dilakulan perubahan sesuai dengan

kebutuhan penggun.ran UP KKPD pada SKPD.

l2l Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dapat berupa kenaikan atau penu.flrnan pmporsi UP

KKPD.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diperbolehkan lebih dari TOYo (tujuh puluh persen).

(41 Penurunan sebagaimana dimaksud pada a5.at (21 tidak

diperbolehkan kurang dari 30o/o (tiga puluh persen).

(5) PA mengajukan perubahan pmporsi UP KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (il kepada kepala daerah melalui PPKD

selaku BUD.

(6) PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan
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perubahan proporsi UP KKPD kepada kepala daerah.

(71 Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada

ayat (6), kepala daerah memberikan persetujuan perubahan

proporsi UP KKPD.

Pasal 13

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 a.yat (7f didasarkan atas:

a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD;

b. perubahan kebliakan pelaksanaan belanja SKPD;

perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal

secara elektrronilg atau

kebutuhan lainnya dalam rangfoa efektifitas penggunaan UP

KKPD.

Pasal 14

Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal l l ayat (3) atau perubahan proporsi UP

I(KPD yang Glah disetujui oleh kepala daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

c

d

(1)

(21

Bagian Kedua

Fermintaan Uang Fersediaan KKPD

Pasal 15

BP menyampa.ikan kebutuhan UP KKPD kepada PA.

PA mencantqrnkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana

rlirneksud pada ayat (l) .talarn surat pernyataan UP dan

diajukan pada saat penyampa.ian SPM UP Trrnai kepada

Kuasa BUD.

Pasal f6
(U Dalam hd terdapat perubahan besaran UP KKPD

sebagaimana dimaksud dal:m Fasal 11 ayat (3) atau

perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dirneksud dalam

Pasal 12 ayat (5) setelah adanya penyampaian SPM UP, PA

meng4iukan surat permohonan perubahan besaran UP



-19-

KKPD kepada PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD.

{2) Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP

KKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} dengal
melampirkan:

a. surat lrernyataan UP dari PA; dan

b. keputusan kepala daerah rnengenai perubahan besaran

UP atau proporsi UP KKPD.

t3l Ketentuan mengenai format surat pernyatzarr UP dari PA

sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) tercantum dalam

l^ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupa.ti ini.

Pasal 17

(1) Berdasarkan surat perriyat arr dan keputusan kepa-la

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (21

Kuasa BUD melakukan pnehtian besaran UP KKPD.

{21 Dalarn hal besaran/proporsi UP KKPD telah menenuhi

ketentuan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {3)

dan Pasal 12 ayat {5}, PPXD selaku BUD menerbitkan Surat

Persetujuan Besaran UP KKPD SKPD.

(3) Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkan

paling lambat 1 {satu) hari kerja setelah SPM UP danlatau
permohonan Frubahan besaran UP KKPD SKPD diterima

cleh Kuasa BUD,

t4) Untuk BP ;,'ang dibantu oleh beberapa BPP, pengajuan UP

danlatau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke

PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD harus melampirkan

daftar rincian yang menyatakan jumtah UP Tunai dan UP

KKPD oleh masing-masing BPP.

(5) Ketentuafl :aeageaai fcrmat surat persetujuan besaran UP

KKPD SKPD sbagaimana dimaksud pada ayat {2} tercantum

dqlarn lampiran -yang merupakan bagiarr tidak terpisahkan

dari PeraturaE Bupa.ti.
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Bagian Ketiga

Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD

Pasal 18

(1) KKPD terdiri atas:

a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa

serta belanja modal; dan

b. Kartu Kredit untuk kepe, luan belanja pedalanan dinas.

(21 Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta

belanja modal sebaga.imana dirnaksud pa.da ayat (f ) huruf a,

meliputi:

a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan

perkantoran;

b. belanja pengadaan bahan mekanan;

c. belanja barang untuk persediaan;

d. belanja sewa:

e. belanjapemeliharaan;

f. belanja bahan bakar kendaraan dinas;

C. belanja modal; dan

h. klanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menguamakan produk dalam negeri dan usaha mikro,

kecil dan

(41 Kartu Krcdit untuk keperluan belanja perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi

komponen pembayaran transport, penginapan, dan/atau

swa kendaraan.

(5) Jenis KKPD sebagaimana dimaksud Fda ayat {l) dan limit
p€nggunaan KKPD untuk keperluan belanja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam

keputusan kepala daerah.

Pasal 19

(l) Penggunaan KKPD sebagaimana Pasal lSayat {2} dilal<ukan

dengan nilai belanja paling banyak sebesar

Rp2OO-fi)O.GOO,OO (dua ratus juta rupiah) urtuk I {satu)
penerima pembayaran.
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t2l Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapa.t dilakukan melalui transaksi katalog elektronik, toko

daring, dan PLSE -vang disediakan oleh lembaga. yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan

pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, nilai belanja paling

banyak untuk 1 (satu| penerima pembayaran sebesar

Rp5O.OOO.O@,OO (lima puluh juta rupiah).

(41 Limit belanja KKPD dalarn rangka keperluan belanja barang

dan jasa serta belanja modal untuk pertama kali diberikan

paling banyak sebesar Rp5O.OOO.OOO,OO {lilna puluh juta
rupiah).

(5) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja

pe{a}anan dinas jabatan untuk pertama kati diberikan

pafing banyak sebesar Rp4O.OOO.OOO,OO (empa.t puluh juta

rupiah).

(6) Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD pafing banyak

sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD

sbagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat {21.

{71 Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam I

{satu} tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa

dibayarkan melalui UP KKPD.

(8) Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD

sebaga.imana dimaksud pada ayat (4) adafah pa.ling banyak

3OYo (tiga puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa

dibayarkan melalui UP.

Bagan Keempat

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan

Admin i strator KKPD

Pasal 2O

(1) Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/atau

Administrator KKPD merupal€n pejabatlpegawai SKPD

yang berstatus pegawai negeri sipil daerah.

l2l Pemegang KKPD sebagaimana dirn*ksud pada ayat (l)
merupakan PA/KPA.
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(31 Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) merupakan pegawai negeri sipil daera}r yang

mendapa.t kuasa untuk menggunakan KKPD dari PA/KPA.

(4) Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan BP/ BPP.

(51 Da1am hal terdapa.t Pemegang KKPD sebagaimaaa dimaksud

pada ayat {2} dan/atau Administrator KKPD setragaimana

dimaksud pada ayat {a} i:erhalangan, pegawai yang ditunjuk
melaksanakan tugas PA/KPA dan/atau melaksanakan tugas

BPIBPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sebagai pemegang KKPD dan Administrator

KKPD.

BAB V

PENGAJUA}I, PENERBI?A}I DAI'I PEI{GGU?{AAN XAR?U KREDIT

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pe{anjian Kerja Sarna

Pasal 21

{1) PPKD selaku BUD menuqjuk Bank yang menjadi

penempatan RKUD sebagai Bank penerbit KKPD sesuai

dengan kete*tuan peraturan perundang-undangan.

(21 Bank penerbit KKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

merupa-kan bank yang sarna dengan bank penempa.tan

RKUD.

(3) Berdasarkan pnuajukan Bank sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja

sama dengar Pejabat Bank penerbit KKPD.

t4l Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pa.da ayat i3J,

paling sedikit memuat:

a. definisi;

b. tuJuan perjanjian kerja sama;

c. ruang lingkup perjanjian keda sama;

d, pagu jenis beianja 3'ang bisa dibayarkan meialui UP dan

besaran fasilitas l.sedit{credit lin$ SKPD;

e. hak dan kewajibar PPKD selaku BUD darr Bank

penerbit KKPD;
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f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;

C. jenis dan besaran biaya(feQ, peiak-pajak;

h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;

i. jangka waktu pe{anjian;
j. berakhirnya dan akibat p€ngakhiran pedanjian;

k. alamat dan wakil para pihak;

L Surat Referensi;

m. keadaan kahar {force m4jetrQ; dan

n. kerahasiaan informasi/data.

(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank

Penerbit KKPD.

Pasal22

(1) Dalam hal Bank penefipatan RKUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2l ayat (2) belum memiliki kewenangan

menerbitkan Kartu Kredit, bank penempatan RKUD

melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank

badan umum -nilik negara yang telah memperoleh izin

sebagai penerbit Kartrl Kredit dari otoritas yang berwenang.

(21 Delarn rangka kerjasama dengan bank badan umum milik

negara dalam penyediaan KKPD sebagaimana dimaksud
parda ay^t (1), bank penempatan RKUD membuat pet'anjian

keda sama dengan bank badan umum milik negara.

(3) Peqianjian keqia sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pating sedikit memuat:

a. definisi;

b. tujuan perjanjian kerja sa-ma;

c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan

besaran iasilitas kredit {credit lin@ SKPD;

e. hak dan kewajiban Bank Penempa.tan RK{.JD dan bank

badan umum milik negara Penerbit KKPD;

f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;

C. jenis dan besaraa biaya (feQ, pajak-pajak;

h. penyelesaian perselisilran dan hukum yang berlaku;

i. jangka waktu pe{anjian;
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j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;

k. alarnat dall wakil para pihak;

l. Surat Referensi;

m. keadaan kahar (f,ore majeurQ;

n. kerahasiaan informasi / data; dan

o. ketentuan penutup.

{4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditandatangani oleh Pejabat Bank Penempatan RKUD dan

pejabat bank badan umum milik negara Penerbit KKPD;

(5) Kerja carna sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan

pa.ling larna 5 tlima) tahun atau sesuai dengan lciteria yang

ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan

izin penerbitan Kartu Kredit,

Bagian Kedua

Penetapan Pemegang KKPD dan Ad-rrinistrator KKPD

Fasal 23

(U Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (5), PA menyampaikan Daftar Usulan

Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Admirristrator KKPD

kepa.da PPKD selaku BUD.

t2l Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan

Adrrinistrator KKPD, sebagaimana dimaksud pa.da ayat (f)

paling s€dikit memuat:

a. narna dan MP pemegang KKPD;

b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD;

c. jabatan pemegang KKPD;

d. kewenangan pemegang KKPD;

e. batasan belanja {limit} KKPD untuk masing-masing

pemegang KKPD;

f. al.arnat surat elelrtronik pemegang KKPD;

C. nama dan NIP Administrator KKPD;

h. tempat dan tanggal lahir Admirristrator KKPD;

i. jabatan Administrator KKPD; dan

j. alarnat surat elektlonik Administrator KKPD.

t3) Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD

disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
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tentang Penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD.

(41 PPKD selaku BUD menyiapkan usul,an Daftar Pemegang

KKPD dan Administrator KKPD untuk disampaikan kepada

Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah.

Bagian Ketiga

Fengajuan KKPD

Pasal 24

(1) Berdasarkan keputusan kepala daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (41, PPKD selaku BUD

meng4jukan surat permohonan penerbitan KKPD kepada

Bank penerbit KKPD.

(21 Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (U, dengan melampirkan:

a. surat Referensi dari PA/KPA;

b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

dari PAIKPA;

d. fotokopi NPWP PA/KPA;

e. SK PA; dan

f. surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP

SKPD.

(3) Ketentuan mengenai format Surat Permohonan Penerbitan

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Surat

Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupa.ti irri,

Bagan Keempat

Penerbitan KKPD

Pasal 25

(1) Bank penerbit KKPD melakukan verifikasi Surat

Permohonan ),ant diajsl6211 oleh PPKD selaku BUD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21.

(21 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {ll termasuk

untuk pe, setujuan pemberian batasafi belanja (timi{ KKPD

yang disesuaikan dengal kebliakan Elank penerbit KKPD
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dengan mempertimbangkan surat keputusan kepala daerah

tentang besaran UP SKPD.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) dan ayat (21

selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari keq'a

setelah Surat krmohonan Fenerbitan KKPD diterima oleh

Bank penerbit KKPD.

(4) Dalam hal hasil verifkasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terpenuhi, Bank penerbit KKPD menerbitkan:

a. KKPD;

b. rekapitutasi penerbitan KKPD; dan

c. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD

selaku BUD-

(5) Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling

lambat 6 {enam} hari ke{a sete}ah hasil verifikasi terpenuhi.

(6) Bank penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepa.da PPKD

selaku BUD pafing larnbat f (satul hari kerja setel,ah KKPD

ditertritkan,

Pasal 26

(l) Dalam hal veritrkasi sbagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (lf dan ayat (21 tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD

menolak sebagian atau seluruh permohonan penerbitan

KKPD dengan menyampa.ikan surat pemberitahuan

kepada PPKD selaku BUD.

(21 Penyampa.ian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat f (satu)

hari kerja stelah berakhirnya proses verifikasi.

(3) PPKD selaku BUD memperbaiki dan melenekapi persyaratan

permohonan penerbitan KKPD dan meny'ampa.ikan kembali

kepa.da Bank penerbit KKPD untuk proses verifikasi lebih

Lanjut.

Bagran Kelima

Aktivasi dart Feaggurraan KKPD

Pasai 27

(l) Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan

kewenangannya setelah terlebih dahulu ditalukan aktivasi

karrr: dan PIN KKPD untuk pertama kali.
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(21 Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan oleh Administrator KKPD atau ^sing-masing

Pemegang KKPD melalui rq$ q76n11^t^r:zrn pesan singkat

(Slart Message krvicQ/ sarana lainnya.

(3) Request/aldivasi PIN KKPD rlilakukan oleh Administrator

KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui caII

center/layanan pesan singkat (Sl,rrtt Message

Xrui@ /sararta lainnya.

Pasal 28

(l) Setelah aktivasi Kartu dan PIN selesai rlilakukan, status

KKPD secara otomatis aktif dan siap digunakan.

{21 knggunaan KKPD sebagaimana rlirneksud pada ayat (1)

dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa serta

belar$a modal sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 29

(l) Pemegang KKPD membubuhkan tanda targan pada kolom

tanda tangan (signature pane$ yang terdapat pada bagian

belakang KKPD.

(21 Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, PIN,

Cald Verification Vahrc (CVyl darr masa berla-ku KKPD.

(3) Secara periodik Pemegang KKPD al<tif memeriksa kondisi

dan rincian tralsaksi KKPD untuk memastikan tidak

terdapat transaksi yang saiahltid€k diakui (drsput4.

(4) Dalam rangka pengaiuman penggunaan KKPD, pemegang

KKPD dilarang memberikan informasi mengenai data diri
dan transaksi KKPD kepa.da siapa,pun.

(5) Dalam hal KKPD digunakan untuk t-ansaksi, Pemegang

KKPD mengutamakan pembeiian barang/jasa yang

merupa.kan produk dalam negeri.

(6) Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dqlam jangka waktu

lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan permohonan

penonaktifl<an kepada Administrator KKPD dan menyimpan

KKPD ditempat yarrg eYnzrr.
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BAB VI

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Penatausahaan Bukti-Bukti

Pasal 3O

(1) Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen

belanja yang menggunakan KKPD berupa:

a. Tagihan (e-bilingl / Daftil Tagihan Sementara;

b. Surat TugaslUndangan RapatlSurat Ferjalanan

Dinas/ Pe{anjian/ Kontrak; dan

c. bukti-buktipengeluaran.

12) Daftar Tagihan Sementana sbagaimaaa dimaksud pada

ayat (1| dihasilkan dari sistem perbankan Bank penerbit

KKPD, memuat informasi:

a. nama pemegnng KKPD;

b. nomorI<KPD famufirutm@;
c. tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara;

d. tanggal transaksi (transacfion date);

e. tanggal pembukuan Ura-sting datqi
f. keterangan@exript*n);

C. nilai fiansaks' lamaunr$; dart

h. sub total tagihan.

(3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi bukti pembelian/pembayaran sesuai

dengan Fraturan prundang-undangan.

(4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pa.da ayat

(l), PPTK selaku pelaksana pengguna KKPD membuat daftar

pengeluaran riil belanja menggunakan KHPD.

(5) Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD

sebaga.imana dimaksud pada a,'at (4) sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupa.ti ini.
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Bagian Kedua

Penagihan dan Penyelesa ian Tagihan

Pasal 3l
(1) PPfK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD

menyar:rpaikan daftar pengeluaran riil belanja

menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja

sebaga.imana dimaksud dalem Pasal 3O ayat (1) kepada

PAIKPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD paling lambat 2

(dua) hari kerja setelah tagihan G-mfing)/Daftar Tagihan

Sementara diterima dari Bank penerbit KKPD.

{21 Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja menggunakan

KKPD beserta dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat

tl), PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan Verilikasi

terhadap:

a. kebenaran data pihak yang berhak menerima

pembayaran atas beban APBD;

b. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti
pengeluaran;

c. kebenaran pertritungan Tagihan (e-bifibqrt lDattzrr
Tagihan Sementara termasuk memperhitungkan

kewajiban penerima pembayaran kepa.da pemerintah

daerah;

d. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran

dengan Tagrhan le-billirEfi | Daftar Tagihan Sementara;

e. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan

KKPD; dan

f. kessuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa

dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima

barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh

penyedia barang/jasa.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD

menyiapkan NPD KKPD dengan dilampiri DPT KKPD serta

bukti-bukti pengeluaran untuk selanjutrya disampaikan

kepada PA/KPA untuk ditandatangani dan disa-hkan.

(4) NPD KKPD sebagaimana rlirnaksud pada ayat {3} paling

sedikit memuat:

a. tanggal dan nomor NPD KKPD;
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b, jumlah tagihan KKPD y-ang dibayarkan;

c. nomor rekening Bank penerbit KKPD;

d. peruntukkan pembayaran; dan

e. dasar pembayaran;

f. pembebanan anggaran; dan

g. tanggal setujur/lunas byar serta penandatangan NPD

KKPD.

(5) PA/KPA mengesalkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti
pengeluaran dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan menandatangani NPD KKPD.

(6) DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat

sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagart tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

irri.

Pasal 32

(l) Dalam hal terdapat bulrti-bukti pengeluaran yang tidak

memenuhi ketentuan, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD menolak

bukti-bukti pengeluaran dimaksud dan disampaikan kepada

PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD melalui Surat

Pemberitahuan Penolakan pa.ling lambat 3 (tiga) hari keqia

setelah daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD

diterima.

(21 PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD memperbaiki

dan melengkapi bulrti-bukti penpluaran riil belanja

menggunakan KKPD dan menyampa.ikan kembali kepada

PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD untuk proses

verifikasi lebih lanjut,

(3) Surat Pemberitahuan Penol,akan sehgaimana dimaksud

pada ay'at {1} dibuat sesuai dengan format tercantum dalam

I-.ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peratu ran Bupati ini.

Pasai 33

PAIKPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan

bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) kepada BP/BPP
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paling tambat I (satu) hari kerja setelah diterbitkan dan dilampiri

dengan dokumen yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga

Pengujian Nota kncairan Dana

Pasal 34

(U Berdasarkan NPD KKPD y-ang dilampiri DPT KKPD dan

bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan

sebaga-imana dimaksud daletn Pasal 33, BP/BPP

melakukan:

a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD;

b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan

c. penJrusunan daftar pungutan/potongan pajak/ bukan

pjak atas tagihan dalam NPD KKPD.

{21 Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf a, meliputi:

a. penelitian kelengfuapan perintah pembayaran yang

diterbitlan oleh PA/ KPA;

b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

1) pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran;

2l nilai tegthan ]'ang ha;us dibayar;

3) jadwal waktu pembayaran; dan

4l ketersediaan dana yang bersangkutan.

c. pemeriksaan kesesuaian pencap.ian keluaran antara

spsifrkasi telmis yang disebutkan dalam penerimaan

barang/jasa dan spesifikasi tekais yang disebutkan

dnlam dokumen perjanjian/kontrak; dan

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan frenggunaan
kode rekening anggaran atas pengeluaran.

(3) palarn hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telah

memenuhi persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD dan

DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA kepada BP untuk
pengajuan permintaan penggantian UP KKPD kepada PA.

(4) Berdasarkan hasil verifkasi NPD KKPD dan DPT KKPD yang

diterbitkan PA sebagaimana dirnaksud pada a-vat (2) dan

NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA
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sebagairnana dimaksud pada ayat {3}, BP mengqjukan

permintaan penggantian UP KKPD kepada PA-

(5) Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari

keqia sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima.

(6) Dalam hal berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DPT

KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan,

BPIBPP menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan

dan mengembalikan kepada PPTK paling lamht 2 (dua) hari

keqia sejak NPD KKPD dan DPT KKPD dit€rima.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerbitan SPP-GU. SPM GU dan SP2D GU KKPD

Pasal 35

Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat(41 dilakukan dengan mengqiukan SPP-GU KKPD

kepada PA melalui PPK-SKPD yang diternpiri NPD KKPD dan DPI
KKPD serta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan

peraturan peru ndang- undangan.

Pasal 36

(1) PPK-SKPD melakukan verifrkasi dokumen SPP-GU KKPD

yang disarnpa.ikan BP sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(21 Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan lengkap dan

sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM CU KKPD yang dilampiri

Draft Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat

Peryataan Verifikasi PPK-SKPD, dan disampa.ikan kepa.da PA

untuk ditandatangani.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan

belum lengkap, PPK-SKPD mengembalikan kepada BP untuk
dilengkapi pafing ternfoat {l} hari kerja setelah dokumen SPP-

GU KKPD diterima.
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Pasal 37

(1) PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampa,ikan kepada

Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU KKPD pa.ling lambat

2 (dua| hari keqia sejak dokumen SPP-GU KKPD diterima

secara lengkap.

(21 SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l),
dilampiri:

a. Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b. Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD.

Pasal 38

(1) Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Elerdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1|dokumen SPM GU KKPD dinSratakan lengkap, Kuasa

BUD menerbitkan SP2D GU KKPD palinglarnlnt 2 (dua) hari

ke{a sejak dokumen SPM GU KKPD diterima secara

lengkap.

(3) Dalam hd berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pa.da ayat {1} dokumen SPM GU KKPD belum

dinyatakan lengkap, Kuasa BUD mengembalikan dokumen

SPM GU KKPD kepa.da PA paling lambat f (satui hari kerja

sejak diterima dokumen SPM GU KKPD.

Bagian Kelima

kmbayaran Tagihan KKPD

Pasal 39

(1) BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui

p€ndebitan rekening BP ke rekening Bark penerbit KKPD

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan dana

SP2D diterima/masuk ke rekening BP.

(21 Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan rekening BP

ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1 {satu) hari

kerja setelah perrcairan dana SP2D-UP KKPD

diterima/ masuk ke rekening BP.

(3) BPP melakukan tagihan KKPD melalui

pendebitan rekening BPP ke rekening Bank penerbit KKPD
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paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana

SP2D diterima/masuk ke rekening BPP.

(4) Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan

yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT

KKPD.

(5) Pendebitan rckeaing BP/BPP menggune kan;

a. Layanan Perbankan Secara Elektronik; dan

b. Cek/bilyet giro.

(6) layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (6f huruf a berupa.:

a. Ifiemtet Bat*itq; atanu

b. Kartu Debit.

(71 Bial'a yang ';mbul akibat pendebitan rekening penggunaan

Layanan krbankan Secara Elektlonik dari Rekening

BPIBP" sebagaimana dimaksud pada a_vat (11 dan ayat {21

dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

hsal 40

(U Dalarrr hal terdapat tagiharr KKPD yang belum dibayarkan

oleh SKPD paling singkat f {satu} bulan sejak tanggaljatuh
tempo pembayaran, Bank penerbit KKPD merryampaikan

laporan tunggakan tagihan KKPD kepada SKPD yang

bersanglutan dan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

l2t Berdasarkan Iaporan Tagihan KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), PPKD selaku BUD melakukan

koordinasi dengan SKPD terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana ,limeksud pada ayat {2) dilakukan

untuk mengklarifikasi, mengfrimbau dan mendorong SKPD

melakukan percepatan penyelesairn taglhan KKPD yang

belrrrn ditrayarkan.

(4) SKPD hams menyelesaikan tagihan KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat t3) paling lambat 1 (satu! bulan sejak

koordinasi dilakukan dengan PPKD selaku BUD.

Fasal 41

(U Pembayaran atas tagihan KKPD kepada Bank penerbit KKPD

yang melebihi tagihan/haknya merupakan keterlanjuran
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pembayaran.

(21 Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh

Bank penerbit KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran

kembali.

(3) Penyetoran kembali sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)

dimintakan oleh Adminintrator KKPD kepa.da Bank penerbit

KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat

iainn5ra seteiah mendapat persetqiuan dari PA/KPA.

(4) Untuk permintaan perryetoran kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat {3}, Administrator KKPD harus

menginformasikan:

a. nilai keterlanjuran pembayaran;

b, nomor dan nama KKPD;

c. bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah;

dan

d. nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali

atas kelebihan pembayaran tagihan dari Bank Penerbit

KKPD.

(5) Dalam hal informasi prmintaan penyetoran kembali

sebag'dimana dimaksud pada ayat {3} dan ayat {4} telah

terpenuhi, Bank pe.nerbit KKPD melakukan penyetoran

kembali ke rekeling BP/BPP dan/atau rekening yang

ditunjuk paling larnfal 5 0ima) hari kerja setelah peneqjuan

permintaan pen_yetoran kembali oleh Adrninistrator KKPD.

(6) Dalarn hal informasi permintaan penyetoran kembali tidak

terpenuhi, Bank penerbit KKPD memberitahukan kepada

Admirristrator KKPD untuk memperbaiki permintaan

penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan informasi seba€aimana dimaksud pa.da ayat (4).

BAB VtI

BIAYA PENCGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

(1) Bank penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya

penggunaan KKPD, meliputi:

a. biaya keanggotaan lmembership feel;
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b. biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan e-

banking;

c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja {limit};
d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri

atau rusak;

e. biaya penggantian PIN;

f. biayacopy Biiling Ststefllrlnt

C. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;

h. biaya keterlambatan pembayaran;

i. biaya bunga atas tunggakan/tegihan yang terlambat

dibayarkan; dan

j. biaya penggunaan fasilitas airport lntnge yang

trekerja sa ma dengan KKPD.

{21 palam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada

APBD han3,a biaya materai,

(3) Penp,turan biaya sebagaimana rlirnaksud pada ayat (l) dan

ayat (2'l dituangkan delam perjanjian ke{a sarna

penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat

Bank Penerbit KKPD.

BAB YIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasat 43

(l) Bupa.ti melakukan monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan

KKPD secara berkala.

l2l Monitori*g dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan untuk memastikan pel,aksanaan pembayaran

menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN I-AIN-LAIN

Easal 44

(l) Bank Pemhngunan Daerah {BPD) berkoordinasi dengan

lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan
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Karttr Kredit dqla.rn rargka percepata! kemandirian dalam

menerbitkan KKPD.

(21 Pemrosesan ransaksi dan penyelenggaraan KKPD

dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan

memperhatikan pengaturan kartu lcedit sebagai alat

pembayaran ssuai dengan ketentuan peraturan otoritas di

bidang sistem pembayaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pa.da tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangirn Peraturan Bupa.ti Ini dengan penempatannya

Dalam Berita Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 
NOMOR 84

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

             Ttd

ST.CHADIDJAH

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 13 November 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

             Ttd

SURUNUDDIN DANGGA



-38-

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 8q TAHUN2023

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN

PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT

PEMEzuNTAH DAERAH DALAM

PELAKSANAAN ANGGARAN PEND, PATAN

DAN BEI,ANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP DARI PA, FORMAT SURAT PERSETUJUAN

BESARAI-I UP KKPD SKPD, FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD,

SURAT REFERENSI, DAFTAR PENCELUARAN RIIL BELANJA MENGGUNAKAN

KKPD, DPTKKPD, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

A. FIfRMAT PERMOHONAN PERSE"TUJUAN UPKKPD DAN SURATPER}.IYATAAN

UP

KOP SURAT
SKPD/UNIT SKPD

Nomor

l^ampiran

Hal

: ....................."........(U

: ---...-...--,---...-..........t21

: Permohonan Persetujuan UP KKPD

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD

...................(3)

Bupati .....,,,...(4)

Sehubungan dengan Peratura-n Bupati Nomor (5) tanggai

.(6) tentang Tata. Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu

Kredit Pemerintah Daerah dalarn rangka Pelaksanaan Anggaran Peldapatan

dan Belanja Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan percetujuan

UP KKPD sebagaisana rincian dibawah ini :

No.

fo

Besaran UP

SKPD/ Perubahan Besaran

UP SKPD

Proporsi UP Tunai dan

UP KKPD

Jenis UP

Nilai UP
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(7t t8) Tunai te) (lu
KKPD (10) (r2l

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Pernyataan

UP sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian pe.rmohonan ini kani sampaikan, atas perhatian dan

ke{asamanya kami ucapkan terima kasih-

(1s)

{16)

tt
I

I
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHON PERSETUJUAN UP KKPD

NO URAIAN

(r) Diisi dengan nomor surat

(2\ Diisi dengan jurnlah berkas larnpiran surat

t3) Diisi dengan alamat kantor PPKD

{4) Diisi dengan nama Kabupa.ten {tempat kedudukan/kantor}

(s) Diisi dengan nomor peraturan Bupati

(6) Diisi dengan tangqal penetapan peraturan Bupah

(71 Diisi dengan nomor urut

{8} Diisi dengan tresaran UP sesuai dengan Neputusan Kepala Daerah

(e)
Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 6oolo/Perubahan

persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah

(101
Diisi dengan persentase besaran UP KKPD yattu 4E/o/Perubahan

persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepa.la Daerah

(11)
Diisi dengan besarar UP Tunai yaitu persentase UP Tunai dikalikan

dengan besaran UP SKPD

(t2l
Diisi dengan besaran UP KKPD yaitu persentae UP KKPD dikalikan
dengan besaran UP SKPD

(13) Diisi dengan nama Kabupaten {tempat kedudukan/kantor}

{14} Diisi dengan tanggal, trulan, dal tahun

(1s) Diisi dengan nama lengkap PA

(16) Diisi dengan NIP PA

I
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FORMAT SURAT PERI.IYATAAN UANG PERSEDIAAN

KOP SURAT
PEMDA

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

Nomor : XXX

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan {UP), yang bertandatangan

di bawah ini:

1. Nama :.................. .....-....(1}

2. Jabatan : ftngguna Anggaran {PAi/Kuasa Pengguna Anggaran..-.......(2}

3. SKPD :................... ...-......(3)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Besaran UP SKPD yang diqlukan untuk Tahun Anggaran ... (4) ... adalah

sebagai berikut :

No Uraian Jumlah (Rp)

I Pagu DPA SKPD {s)

2 Pagu Jenis Belanja yang dapat

dibal'arkan melalui UP dalarn I Ta}un
(6)

a Pagu Jenis Belanja -varrg dapat

dibayarkan mel.alui UP Tunai dalarn 1

Tahun

{71

4 Pagu Jenis Belanja yang dapa.t

dibayarkan melalui UP KKFD dalam I
Tahun

(8)

5 Besaran UP SKPD {e)

5 Besaraa UP TUnai atau Perubahal

Ebsaran UP Tunai (6OYd / Perubahan

Pncporsi UP Tunai

iiol

(11)7. lBesaran UP KKPD atau Perubahan
l
i Besaran UP KKPD (aoo@ / Perubahan
I

I Proporsi UP KKPD
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2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai pengadaan

barang dan jasa serta belanja modal SKPD dan/atau mernbiayai

pengeluaran yang tidak dafrat dilakukan melalui pembayaran IS.

3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui BP, besaran/jumlah
potongan UP Tunai yang telah ditetapkan PPKD selaku BUD atau

mel,akukan pemotongan atas penggzrntian UP Tunai yang diajukal sebesar

jumlah potongan yang telah ditetapkan PPKD selaku BUD sebagai akibat

tidak melakukan penggandan {rer;oluingfi UP Tunai minimal I {satu} kali

dalarn I (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.

4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25olo (dua puluh

lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh

PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukanrya ketidaksesuaian

pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD dengan La.poran Hasil

Monitoring dan Evaluasi Felaksanaan Pembayaran dengan KKPD Tingkat

SKPD.

5. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP T[nai serta besaran

UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah disetujui oleh PPKD

seLaku BUD dan menggunakannya sesuai dengErn ketentuan peraturan yang

telah ditetapkan.

Demikian pernyataan kri saya buat dengan sebenar-benarn5,.a .

(14)

t1s)

{16}
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO URAIAN

(1) Diisi dengan nama PA

(2t Diisi dengan jabatan PA

(3) Diisi dengan nama SKPD

(4) Diisi dengan tahun anggaran berjalan

(s) Diisi deagan total Pagu DPA SKPD {dafam Rupiah}

(6)
Diisi dengan pa.gu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP

selama f {satu} tahun {dalam Rupiahf

t7t

Diisi dengan pagu jenis belanja )'arrg dapat dibayarkan melalui UP

Tunai selama 1 (satu| tahun yaitu sebesar 6U/o lenarn puluh persen)

dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam

Rupiah)

(8)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP

KKPD selama I {satu} ta}run yaitu sebesar 4OYo (empat puluh persen)

da.i pa.gu jenis belanja yang bisa melalui UP (da1am

Rupiah|

(e)
Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan keputusan Kepala

Daerah tentang Besaran UP SKPD (dalam Rupiahf

{lo)

Diisi dengan:

Besaran UP Tunai yaitu 600l" dari besaran UP SKPD atau 6Oolo dari
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah

disetujui Kepata Daerah (dafam Rupiah); atau Perubahan proporsi UP

Tunai yaitu proporsi lebih kecil/Iebih besar dari 6oolo dikalikan dengan

besaran UP SI{PD atau proporsi lebih keril/lebih besar dari 6OYo

dikalik:n dengan perubahan besaran UP mel,ampa.ui besaran UP SKPD

{dalam Rupiah}. Penetapan peruba}ran proporsi UP Tunai diberikan

oleh Kepala Daerah.

(l l)

Diisi dengan :

Besaran UP KKPD yaittt 4ff/o dari besaran UP SKPD atau 4O7o dari
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah

disetujui Kepala Daerah (dalarn Rupiah); atau Perubahan proporsi UP

KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 4oolo dikalikan dengan

besaran UP SKPD atau proporsi lebih kecil/Iebih besar dari 4o9lo

dikafikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD

I

I

I

I
I
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{dalam Rupiah}, Penetapan perubahan proporsi UP KI(PD yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(t2l Diisi dengan lokasi

(13)
Diisi dengirn tanggat, bulan, dan tahun penandatanganan Surat

Pernyataan UP

(14) Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPD

(l s) Diisi dengan nama lengkap PA

(16) Diisi dengan NIP PA

I

I

I

I

I
I
I
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B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPD SKPD

KOP SURAT
PEMDA

Nomor : --..( f).....

Sifat :

L^ampiran : ....(2).....

Hal :

(Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth. Pargguna Anggaran

sKPD ...(3)....(4).........

di....{s}.....

Dasar:

a, Peraturan Bupa.ti Nomor ... (6) ,.. tentang tentang Tata Cara

Penggunaan dan Penyelenggaraan tkrtu lkedit Pemerintah Daerah

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja

Daerah;

b. Surat Keputusan Bupati mengenai penetapan besaran UP SKPD;

c. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UB Ttrnai Nomor ...

(7)... tanggal ....(81 .... ;

d. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari PA SKPD .... (9) ....

Nomor ,-.. (1O) .... tanggal .... ( 11) .-.-. ; datl atau

e. Surat Pernyataan UP dad PA SKPD .... ( l2l .... Nomor .-.. (13) ....

tanssal .... (l4l .....

2. Sehubungan dengan butir I tersebut di atas, dengan ini diberikan
persetujuan besaran UP SKPD adalah sebagai berikut:

No. Uraiarr J umlah (Rp)

1 Pagu DPA SKPD (is)

1
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2 Pagu Jenis Belanja yang dapat

dibayarkan melalui UP dalam I Tahun
{16}

Pagu Jenis belanja yang dapat

dibayarkan melalui UP KKPD dalam I

tahun

{t7l

4 Besaran UP SKPD {18}

5 Besaran UP KKPD atau Perubahan

Besaran UP KKPD {4ofilPerubahan
Proporsi UP KKPD

{le}

3. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai pengadaan

barang dan jasa serta belanja modal SKPD .... (2O)..... kode .... (211.....

atas beban DPA TA .... (221 ..... No ...... (23) ..... tanggal ...- (2a1..... dart

tidak dapat digunakan urrtuk membiayai pengeluaran yang menurut

keterrtuan fuil11s dilakukan dengan Pembayaran Langsung {IS).
4. Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapa.t

dilakukan kepa.da I (satu| penerima/penyedia barang dan jasa serta

belanja modal paling banyal< sebesar RpSO.OOO.OOO (lirna puluh juta

rupiah), kecuali untuk honorarium dan perjalanan dinas.

5. Pembayaran dengan UP KKPD dengan nilai fglan5^ pafing banyak

sebesar Rp2OO.OC0.OOO,OO (dua ratus juta rupiah) untuk I (satu)

penerima pembayaran digunakan apabila belanja barang dan jasa serta

betanja modal melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan

PISE yang disediakan oieh lembaga yang merryelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang kebliakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. UP KKPD merupa.kan uang muke kerja -yang diberikan dalam bentuk

batasan belanja {timit) kedit kepada BP/BPP yang penggun.rannya

rti'lakukan dengan KKPD.

7. Total batasan belanja (limif) tlp KKPD untuk masing-masing SKPD

adalah pafing banyak sebesar UP KKPD yacg telah disetujui.

8. Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah

ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

yang telah ditetapkan.

9. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungiau/aban

dan pel,aporan dengan KKPD dalarn rangka Penggunaan UP agar

berpedoman pa.da Peraturan Bupa.ti Nomor ... (25)..... tentang Tata Cara

I

I3.

I I
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Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapa,tan dan Belanja Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala PPKD selaku BUD,

(26)

l27l

{28}

Tembusan:

l. Bupati ... (29)

2 (301
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

NO URAIAN

(l) Diisi dengan nomor surat

(21 Diisi dengan banyaknya lampiran surat

(4) Diisi dengan kode SI(PD

(s) Diisi dengan tempatldomisili/alamat kantor SKPD

(6) Diisi dengan nomor Peraturan Bupa.ti

(71
Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan kepada

Kuasa BUD

Diisi dengan tanggal SPM UP Tunai SKPD yang disampa.ikan kepada

Kuasa BUD
(8)

(e) Diisi dengan nama SKPD

(lo)
Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan besaran UP dari

PA SKPD

(11)
Diisi dengan tanegal surat permohonan perubahan besaran UP dari

PA SKPD

(13) Diisi dengan nomor Surat Pern5iataan dari PA SKPD

(14) Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD

(1s) Diisi dengan total pa.gu DPA SKPD (dalam Rupiah)

(16)
Diisi dengan p.gu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP

selama 1 (satu) tahun {dalam Rupiah}

(171

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP

KKPD seLama I (satul tahun yaitu sebesar 4oolo (empat puluh persen)

dari pa.gu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam

Rupiah)

(l8l
Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai derrgan ketentual dalam

Keputusan Kepala Daerah tentang Besaran UP SKPD {dalam Rupiah)

(3) iDiisi dengan nama SKPD

I

| (12) | Diisi dengan nama sKPD

I



-49-

{1e)

Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang

telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah)

Diisi dengan:

a. Besaran UP KKPD yaitu 4U/o dari besaran UP SKPD atau 4OYo

dari perubahan besaran UP mel2rnllaui besaran UP SKPD yang

telah disetujui Kepala Daerah {dalam Rupiah); atau

b- Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebih

besar dari 4oolo dikalikan dengan besaran UP SKPD atau proporsi

lebih kecil/lebih besar dari 4@/o dikalikan dengan perubahan

besaran UP melampa.ui besaran UP SKPD (dalam Rupiah).

Penetapan perubahan Proporsi besaran UP Tunai dilakukan oleh

Kepala Daerah.

(20) Diisi dengan nama SKPD"

(2tl Diisi dengan kode SI(PD.

(22], Diisi dengan tahun anBqaran DPA SKPD

(23) Diisi dengan Nomor DPA SKPD.

124l Diisi dengan tanqsal pengesahan DPA SKPD.

(2sl Diisi dengan nomor Peraturan Bupati

t26l Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD selaku BUD dan dibubuhi cap

(271 Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD

Diisi dergan NIP Kepata PPKD selaku BUD

{2el Diisi dengan nama Provinsi/ Kabupaten/Kota

(30) Diisi dengan Pejatrat Bank Penerbit KKPD 5.alg menjadi mitra kerjanya-

I

l
I
I

I

I

I
I

I

I

i

I (28)



-50-

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

KOP SURAT
PEMDA

Nomor :.--(1)....

Tahun)

Sifat :

I-arnpiran : -..{21-.-.

Hal 1

(Tanggal, Bulan,

Yth. .......{s}.........

di ....(4).........

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupa.ti Nomor ....(5).....

tentarrg Tata Cara knggunaan dan Penl"elenggaraan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Pendapatan dan

Belanja Daerah, derrgan irri kand mengajukaa permohonan untuk
menerbitkal KKPD da:am rangla perrggunaan Uang Persediaan SKPD

....(6)... ....(71-...dengan total tratasan belanja (limitl KKPD yang ,liajukan

sebesar Rp {8) ... ..... (.........(el ........t.
Adapun pagu DPA SKPD ..... (1O) ..... TA ..... {111 ..... Nomor ..... (12)

....., sebesar Rp. .......,... {13} ... ..... ( ... ..... (14} ... ..... } dan Besaran Uang

Persediaan *besar Rp -,...... {15} ...-..". { ....-... {16} ....-.,. }.

Sebagai bahan pertimbanga-n, bersanla ini kami lampirkan:

a. surat referensi;

b. formulir aplikasi KKPD;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku:

d. fotokopi NHI/P;

e. fotokopi surat persetujuan besaran UP dari PPKD sel,aku BUD; darr

f. fotokopi surat keputusan penunjukkan PA/KPA-
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Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasarnanya diucapkan

terima kasih-

Hormat kami,

Kepala PPKD Selaku BUD

Materai
Rp 10.0m,00

(17)

(181

Tembusan:

Bupati... {19}
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PBTUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

NO URAIAN

{u Diisi dengan nomor surat

{2t Diisi dengan bany-alcnya lampiran surat

(3)
Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra

ke{a Pemerintah Daerah

{s) Diisi dengan nomor Peratuian Bupati

(6) Diisi dengan nama SKPD

(71 Diisi dengan kode SKPD

{8}
Diisi dengan total batasan belanja fiimit) KKPD yang diajukan oleh

SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalarn angka)

{e)
Diisi dengan total batasan belanja flimit) KI(PD IanB diajukan oleh

SKPD kepada Bank Penerbit KKPD {dalam huruf)

(10) Diisi dengaa nama SKPD

(11) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan

(121 Diisi dengan nomor DPA SKPD

{13) Diisi dengan besararr pagu DPA {da}am angka}

(14) Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam huruQ

{1s)
Diisi dengan besaran UP SKPD berdasart<an surat persetujuan

besaran UPdari PPKD selaku BUD (dalam aneka)

{16)
Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran UP

dari PPKD selaku BUD (dalarn huruf)

(171 Diisi dengan nama Kepala PPKD selaku BUD

(18) Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD

(1e) Diisi dengan Kabupaten

I

I

(4) ; Diisi dengan tempat/domisili/alernat kantor Bank Penerbit KKPD

I

I

I

I

I
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KOP SIIL{T
PEMDA

SURAT REFERtrNSI

....,...(1)........, {2}

Yth. t3)

Hal: Pengajuan KKPD

Merujuk Perjanjian Xerja Sama antara i4i dengan

Nomor:

..-.-...-.-..(7)-.--........ tansgar .-.-...-.-...-..(8). dengan ini kami

mengajukan permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-nama

sebagai berikut :

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas karni rekomendasikan untuk
mendapatkan KKPD 1"ang pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh

SKPD *panjang *suai dengaa ketentuan perabal.aran trlanja bararig atas

beban APBD.

NO NAMA TGL LAHIR JABATAN JENIS

KARTU

BATASAN

BEI,ANJA

(LrMrT)

(e) {io) (1i) ii2l (131 {14)

I
i I

I

1

i

I

I

rl

I

l

I
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Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan KKPD untuk
SKPD (tS) .....-.-.-...., maka Adrninistrator KKPD yang kami tunjuk
adalah:

Nama

Jabatan

Telepon/Fax

Email

Adrrinistrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh Pengguna Anggaran

(PA)/ Kuasa Fengguna Anggaran (KPA] untuk menyampa.ikan kenaikan

batasan belanja fiimit) KKPD secara sementara/permanen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasarnanya diucapkan

terima kasih.

Hormat kami,

Kepala PPKD selaku BUD

Materai
Rp. 10.000,00

(201

(211

....(16).....

....(171....

.,..(18)....

....(le)..-.
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT REFERENSI

NO URAIAN

(1) Diisi dengan lokasi

(21 Diisi dengan targqal, bulan, tahun penandatanganan Referensi

(3)
Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra

kerja Femerintah Daerah

(41 Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD

(s) Diisi dengan nama orgarrisasi PPKD

(6) Diisi dengan uraian Peg'anjian Kerja Sama

(7t Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama

(8) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perl'anjian Kerja Sama

(e) Diisi dengan nomor urut
(10) Diisi dengan nema Pemegang KKPD

(l l) Diisi dengan tanggal lahir Pemegang KKPD

(12]. Diisi dengan jatlatan Pemegang KKPD

(13) Diisi dengan jenis KKPD

(14) Diisi dengan nilai limit KKPD

(t s) Diisi dengan nama SKPD

(16)

Diisi dengan nama Administrator KKPD, dengan ketentuan:

a. Penu4iukan Administrator KKPD bisa lebih dari I (satu) orang

sesuai dengan kebutuhan SKPD dan Surat Keputusan

penetapan dari KPA SKPD.

b. Jumlah Administrator KKPD disesuaikan dengan ketentuan yang

diatur dalem Pasal 32 ayat (21 Peraturan Bupati ini
(17) Diisi dengan jabatan Administrator KKPD.

(18) Diisi dengan rroulor telepon/ fa.x Adrsinistrator KKPD

(1e) Diisi dengan alamat email Administrator KKPD

(201 Diisi dengan nrma PPKD selaku BUD

(2r) Diisi dengan NIP PPKD sel,aku BUD

I

I

I

I

I

I

I

I
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E. FORMAT DAF-TAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG

DAN JASA SERTA BEI-ANJA MODAL DENGAN MENCIGUNAKAN KKPD

KOP SURAT
PEMDA

DAF-TAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAI.I PENGADAAN BARANG DAN JASA

SERTA BELANJA MODAL DENGA}I MEI.iGGUNAKAI{ I(KPD

Yang bertandatangan di bau.ah ini:

(1)

(21

(3)

l4t
(s)

(6)

Berdasarkan fremt ayaran dengan KKPD dalarn rangka penggunaan UP, dengan

ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rincian pengeluaftm riil pembayaran pengadaan barang dan jasa serta belanja

modal dengan menggunakan KKPD sebagSi berikut:

Nama

MP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

SKPD

Nomor KKPD

N

o

Uraian

Pengel

uaran

Jenis

Belanja

Barang

dan

Jasa/M

odat

Pembebanan Anggaran Bukti

Pembelian

/Pembaya
ran

Kode

Sub

Kegiat

Kod

e

Aku

n

Kode

Kelom

pok

Kod

e

Jeni

s

Kode

Obje

k

Kode

Rinc

ian

Obje

k

Kode

Sub

Rinci

an

Obje

k

Ada Tid

ak

an

Juml

ah

(7t (8) (el (lo) (l l) (t2l tt3) ,t4l ilsl (16) {t7l (l8l (1e)

Total (20],

I
! I

I t
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2. Jumlah uang tersebut pa.da angka I di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pembayaran pembayaran penga.daan barang dan jasa serta belanja modal

SKPD dengan menggunakan KKPD dan apabil,a di kemudian hari terdapat

kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan

tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan ultuk diperguna-kan

sebaga.imana mestinya.

II

........(2 1)...,... ..{221...........,

PPTK selaku Pelaksana

Kuasa Pengguna KKPD

(23)

124l

(2s)
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PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIILPEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN

JASA SERTA BEI.ANJA MODAL DENGAN MENCTGUNAKAN KKPD

NO URAIAN

{1} Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(21 Diisi dengan NIP PPIK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(3)
Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang PPTK selaku Peiaksana Kuasa

Pengguna KKPD

(4) Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(sl
Diisi dengan nama SKPD PPTK selaku Pelaksaaa Kuasa Pengguna

KKPD

(6) Diisi dengan nomor KKPD

(7) Diisi dengan nomor urut

(8)
Diisi dengan uraian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang

dan jasa serta belanja modal yang dibal.arkan dengan KKPD

(e) Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

{10} Diisi dengan kode sub kegiatan

(l ll Diisi dengan kode akun

112l Diisi dengan kode kelompok

{13} Diisi dengan kode jenis

(14) Diisi dengan kode objek

(1s) Diisi dengan kode rincian objek

(16) Diisi dengan kode sub rincian objek

tt7l Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

(181 Diisi dengan tanda centang apabil,a tidak terdapat bukti pengeluaran

(1e) Diisi dengan jumlah pembayaral denga,n KKPD

(20) Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD

(21) Diisi denga:: lokasi

122l Diisi dengan tanggal, bulan, dan talun

(23,
Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna

KKPD

(,241 Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

{2s} Diisi dengan NIP PPIK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD



KOP SURAT
PEMDA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN

DENGAN KARTU KREDTT PEMERINTAH DAERAH

Yang bertandatangan di barvah irri:
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FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS

JABATAN DENGAN MENGCUNAKAN KKPD

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

SKPD

Nomor KKPD

(r)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

1

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor (71 tangrqal

(81 -,-.....-.-.-.., dengan ini kami merr}.atakan dengan sesungguhnya

bahlva:

Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKPD

sebagai berikut:

2. Jumlah uang tersebut pa.da angka I di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pembayaran perjalanan dinas dan apabila di kemudian hari terdapa.t kelebihan

atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke

RKUD.

No Rincian

Pengeluaran

Pembebanan Anggaran Bult:ti Jumlah

(e) (lo) (l l) (12) {13} (14) (1s) (16) {r7l {18} (1e)

Total 120)

I

I

I
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Demikian pernyataan ini kami buat dengan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

l22l

(211

Pelaksana SPD,

t26l
(231

l27l (241

(28)

{2sl
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PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJAI-A.NAN DINAS JABATAN

DENGAN KKPD

NO UR{IAN

(1) Diisi dengan rrama Pelaksara Surat Perjalanar Di*as (SPD)

(2t Diisi dengan MP Pelaksana Surat Perja-lanan Dinas (SPD)

(3)
Diisi dengan hngkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Peqialanan Dinas

(sPD)

t4) Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

{s} Diisi dengan naua SKPD

(6) Diisi dengan nomor KKPD

(7t Diisi dengan nomor SPD

(8) Diisi dengan tanggal SPD

te) Diisi dengan nomor urut
(101 Diisi dengan perincian pengeluaran

(11) Diisi dengan kode akun belanja

(12l, Diisi dengan kode kelompok belanja

(13) Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa

(14) Diisi dengan kode objek pedalanan dinas

t tJ, Diisi dengan kode rincian objek pe{alanan dinas

(16) Diisi dengan sub rincian objek

(t7l Diisi dengan tanda centang apa.bila terdapat bukti pengeluaran

(18) Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran

(1e) Diisi dengan jumlah pembay.aran dengan KKPD

(20t Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD

(21) Diisi dengan lokasi

(22\ Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

{231 Diisi dengan tanda tangan Pelaksana SPD

(24l. Diisi dengan nama Pelaksana SPD

{2s} Diisi dengan NIP Pelaksana SPD

(26t
Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna

KKPD

l27l Diisi dengan nama PPTK selaku Pe.lal<sana Kuasa Pengguna KKPD

128) Diisi dengan NIP PPIK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

i

I I
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F. FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

KOPSURAT
PEMDA

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

BANK .....(11......

No Nam

a

No-

KKP

D

Jenis

Belanj

a

Baran

Rinci

an

Peng

e-

luara

n

Pembebanan Anggaran Juml

ah

Pemb

ayara

n

{dala

m

Rupia

h)

Kod

e

Sub

Keg

Kod

e

Aku

n

Kode

Kelomp

ok

Kod

e

Jen

is

Kode

Obje

k

Kode

Rincia

n

Objek

Kode

Sub

Rincia

n

Objek

l2t (3) {41 (s) (6) (7t (8) te) (10) (11) (12) (13) (14)

Biaya

Mater

ai1

Total (ls)

(16)

(t7l
Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran,

(18)

(lel
(20)

I I

I

tt

I

I II

I

I
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PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKPD

NO URAIAN

(1) Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD

{21 Diisi dengan nomor urut

t3) Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPD

(41 Diisi dengan nomor KKPD

(s) Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

(6)

Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibayarkan dengan

KKPD. *)Untuk Biaya Materai, apabila masuk dalam Tagihan {e-

bi[ing]/ Daftar Tagihan Sementara, agar dimasukkan dalam rincian

pengeluaran untuk dibayarkan kepada Bank Fenerbit KKPD

(7) Diisi dengan kode sub kegiatan

(8) Diisi dengan kode akun

(e) Diisi dengan kode kelompok belanja

(10) Diisi dengan kode jenis belanja

(1ll Diisi dengan kode objek belanja

lt2l Diisi dengan kode rincian objek belanja

(13) Diisi dengan kode sub rincian objek belanja

(14)
Diisi dengan jumlah yang harus diba;rarkan atas beban APBD untuk

masing-masing Femegang KKPD

(1s) Diisi dengan total y-ang harus dibay'arkan atas beban APBD

(16) Diisi dengan lokasi

(t7l
Diisi dengan tanggd, bulan, dan tahun penandatanganan Daftar

Pembayaran Tagihan Pemegang KKPD

(18) Diisi dengan tanda tangan PA/KPA dan dibubuhi cap dinas

(1e) Diisi dengan nama lengkap PA/ KPA

(20) Diisi deagan HIP PA/KPA

I
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G. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

KOP SURAT
SATUAN KERIA

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

: S-.-.(l)..--.

: Segera

: ....121....

: Pemberitahuan Penolakan

Bukti-Bukti Pengeluaran KKPD

(Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth., .......(3)---....-.

....(4).........

....(s).........

di....(6).....

1. Dasar :

a. Peraturan Bupati ...{7}... Nomor ...(8}... tentang Tata Ca-ra Penggunaan

dan Penyelengigaraan Kartu lftedit Pemerintah Daerah delam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta

Belanja Modal dengan KKPD a.n . ........ {9) ......... dengan Nomor KKPD

....... (101,.,,.,... ;

c. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan

KKPD a.n (11, ......... dengan nomor KKPD ....... {12) ......... ;

dan/atau

d. Tagihan (e-billinfi lDaftar Tagihan Sementara a.n

dengan nomor KKPD ...-... (14) ......-..

(13) .........

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil

pengujian oleh PPK SKPD, dengan ini disampaikan rincian pengeluaran

riil kegiatan penga.daan barang dan jasa serta belanja modal dan/ atau

kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKPD y-ang tidak dapat

disetujuildisahkan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBD,

meliputi:



N

o

Rinci

AII

Peng

e-

luara

rl

Pembetranan Ju
m-

lah

t
Alas

an

Peno

laka

n

Kod

e

Sub

Keg

Kod

e

AK

un

Kode

Kelom

pok

Kod

e

Jeni

S

Kod

e

obj

ek

Kede

Rincia

n

Cbjek

Kode

Sub

Rincia

It

Objek

Ad

a

Tid

ak

(1

sl
{16} {17} (18) (1e) {2*' {2tl t221 (23! {2

+!

{2s} {26

l

{2

7t

{28],

Tctal {2e

)
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3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dirnaksud pada

angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab pribadi

Pe*egang KKPD/Pelaksala Kuasa Pengguna KKPD dan harus

dibayarkan kepa.da Bank Penerbit KKPD sebelum tanggal jatuh tempo

Demikian kami sarnpaikan, atas perhatian dan keq'asamanya diucapkan

terima kasih.

Penggurra Anggaran/Kuasa

Penggu:ra Arrggaran,

{so}SKPD

{nama jelas}

NrP. . .... (31)........

Tembusan:

r. Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ... (321 ..... ;
2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Fembantu SKPD

......ts3) ..,,.

I

I

Bukti I Ke

i

{

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

!

I
I

I
i

I
I

I!
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN KKPD

NO URAIAN

(1) Diisi dengan nomor surat

(2| Diisi dengan banyakn3.a lampiran surat

(3) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(sl
Diisi dengan alamat Kantor PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna

KKPD

{6} Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat kantor SKPD

(71 Diisi dengan nama SKPD

(8) Diisi dengan nomor Peraturan Bu pati

(e) Diisi dengan nama PPTK sela-ku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(10) Diisi dengan nomor KKPD

(1 1) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(t2l Diisi dengan nomor KKPD

(131 Diisi dengan nama Pemegang KKPD

( l4) Diisi dengan nomor KKPD

(ts) Diisi dengan nomor urut

(16)

Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang

dan jasa serta belanja modal dan/atau belanja pefalanan dinas

jabataa 1'ang dihyarkan dengan KKPD

(17) Diisi dengan kode sub kegiatan

(18) Diisi dengan kode akun

(le) Diisi dengan kode kelompok

(2al Diisi dengan kode jenis

(21) Diisi dengan kode objek

t22| Diisi dengan kode rincian otrjek

123l Diisi dengan kode sub rincian otrjek

{241, Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

(2sl Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bulrti pengeluaran

{261 Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD

127',

Diisi dengan keterangan dengan penjelasan alasan rincian

pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak disetujui oleh

PA/ KPA "Tidak DisetujuilTidak Disahkan".

I

(a) i Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
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(28) Diisi dengan alasan penolakan

(2el Diisi dengan total jumlah pengeluaran

(30) Diisi dengan nama SKPD

(31) Diisi dengan MP PAIKPA

(321 Diisi dengan nama SKPD

(33) Diisi dengan nema SKPD

BUPATI KONAWE SELATAN,

             Ttd

SURUNUDDIN DANGGA


